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PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.KP

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kupang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara :         

Nama Penggugat,  umur  35 tahun,  agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat

kediaman  di  TDM 1,  RT.04  RW.01,  Kelurahan  Tuak  Daun

Merah,  Kecamatan  Oebobo,  Kota  Kupang,  Provinsi  Nusa

Tenggara  Timur,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada

Fansiskus Djehuru Tulung, S.H. dan  Marselinus Manek, S.H.,

Advokat  yang berkantor  di  Jalan  Soverdi  No. 2A,  Kelurahan

Oebufu,  Kecamatan  Oebobo,  Kota  Kupang,  Provinsi  Nusa

Tenggara  Timur, berdasarkan  surat  kuasa  khusus  dengan

register  Nomor  17/SKKH/2020/PAKP tanggal  24  Maret  2020,

selanjutnya disebut sebagai  Penggugat;

melawan

Nama  Tergugat,  umur  44  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,  tempat

kediaman di Jarak, RT. 011 RW. 001, Kel/Desa Kedungharjo,

Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.  
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DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal

24 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  melangsungkan  Pernikahan  pada

Tanggal  8  Juni  2015,  di  Kampung Jarak,  Kelurahan Kedang,  Kecamatan

Mantingan,  Kabupaten  Ngawi,  Propinsi  Jawa  Timur  di  depan  KUA

Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan

keturunan;

3. Bahwa mereguk indahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

hanya dirasakan Penggugat sekitar ± 6 Bulan saja, karena Tergugat serta

merta  meninggalkan  Penggugat  sendirian  di  Kampung sejak  akhir  Tahun

2015 dengan tidak meninggalkan biaya nafkah apapun kepada Penggugat

hingga berlangsung sampai sekarang ini;

4. Bahwa  Tergugat  sangat  sulit  dihubungi  oleh  Penggugat  semenjak

Tergugat  meninggalkan  Penggugat,  dan  akhirnya  Penggugat  mengambil

keputusan untuk meninggalkan kampung menuju ke Kupang untuk tinggal

bersama orang tua sampai dengan sekarang ini;

5. Bahwa  Penggugat  sudah  ±  5  Tahun  ditinggalkan  Tergugat  dan  pada

masa 5 Tahun tersebut Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat

tapi sia – sia belaka sehingga mengakibatkan Penggugat dilanda kelelahan

yang panjang yang mengakibatkan putus asa;

6. Bahwa segala daya upaya telah dilalui tapi sedikitpun tidak ada tanda –

tanda yang memberikan harapan untuk bersatu kembali sehingga sampailah

batas dimana Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri saja hubungan

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian;

7. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  sebagaimana  yang  terurai  di  atas

tentunya sangat  bertentangan dengan tujuan dari pada Perkawinan sesuai

Bab I  Pasal  1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
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wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;”

8. Bahwa Penggugat telah mendasari gugatan Penggugat sesuai dengan

aturan – aturan yang berlaku (kompilasi Hukum Islam dan undang – Undang

Perkawinan Nomor 1 tahun 1974);

9. Dari  hal  – hal  yang telah dikemukakan di  atas,  Penggugat  memohon

agar kiranya, Ketua Pengadilan Agama Klas I B Kupang cq. Majelis Hakim

yang  memeriksa  dan  mengadili  Perkara  ini  untuk  menjatuhkan  putusan

dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima  dan  mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah mengingkari Perkawinan yang

sah antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan  alasan  –  alasan  Penggugat  adalah  sah  menurut

hukum;

4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  Putus

karena perceraian dengan segala akibatnya; 

5. Memerintahkan  panitera  Pengadilan  Agama  Kupang  untuk

mengirimkan  salinan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap

kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

7. Mohon putusan seadil – adilnya. 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  hadir  di

persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan

dan  tidak  mewakilkan  kepada  orang  lain  sebagai  kuasanya  untuk  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  telah  berusaha  menasihati

Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali

dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang

menghadap di  persidangan,  selanjutnya dimulai  pemeriksaan perkara  dalam
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sidang  tertutup  untuk  umum  diawali  dengan  pembacaan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.--------------------------------------------------------------------------------------SURAT :

- Fotokopi  kutipan akta nikah Nomor 137/06/VII/2015 atas nama Nama

Tergugat dan Nama Penggugat, tanggal 8 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Mantingan  Kabupaten  Ngawi,  bukti

surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya di muka sidang yang ternyata cocok, (bukti P); 

B.----------------------------------------------------------------------------SAKSI-SAKSI : 

1. Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal  di  RT 01 RW 002,  Desa Kedungharjo,  Kecamatan Mantingan,

Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, mengaku sebagai ibu kandung

Penggugat  dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah

di Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

Kecamatan  Mantingan,  Kabupaten  Ngawi,  Provinsi  Jawa  Timur,

selama 6 (enam) bulan, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat

sejak akhir tahun 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada akhir tahun 2015, Tergugat

tidak lagi menafkahi Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  menghubungi  Tergugat

melalui telphon namun Tergugat tidak pernah menjawab telphon dari

Penggugat;

- Bahwa  saat  ini  Penggugat  tinggal  di  Kelurahan  Naikoten  Satu

sedangkan Tergugat sekarang berada di Jawa;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk rukun dengan Tergugat,

namun tidak berhasil;
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2.- Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam , pekerjaan Pedagang, tempat

tinggal di  RT 007 RW 002, Kelurahan  Airnona, Kecamatan  Kota Raja,

Kota  Kupang,  mengaku  sebagai  ayah  tiri  Penggugat  dan  dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah

di Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

Kecamatan  Mantingan,  Kabupaten  Ngawi,  Provinsi  Jawa  Timur,

selama 6 (enam) bulan, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat

sejak akhir tahun 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada akhir tahun 2015, Tergugat

tidak lagi menafkahi Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  menghubungi  Tergugat

melalui telphon namun Tergugat tidak pernah menjawab telphon dari

Penggugat;

- Bahwa  saat  ini  Penggugat  tinggal  di  Kelurahan  Naikoten  Satu

sedangkan Tergugat sekarang berada di Jawa;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk rukun dengan Tergugat,

namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya  tetap  dengan  gugatannya  ingin  bercerai  dengan  Tergugat  serta

memohon putusan;

Bahwa untuk  singkatnya  uraian  putusan ini,  semua hal  yang  termuat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  telah

melangsungkan  perkawinan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur,

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor  137/06/VII/2015  Tanggal  8 Juli 2015, dan

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat   sudah  tidak  harmonis,  karenanya

Penggugat  memiliki  alasan hukum untuk  mengajukan gugatan sebagaimana

diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama yang  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat dan  Tergugat beragama  Islam,  telah

menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan, Penggugat

bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu

berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  tidak hadir  di  persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu  Tergugat

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus di periksa dan

putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang,  bahwa  Tergugat tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan  dan  Majelis Hakim telah

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,  tetapi Penggugat

tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dasar  gugatan  Penggugat pada  pokoknya

sebagaimana diuraikan pada dalam duduknya perkara;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat tidak  datang  menghadap  di

persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat

harus  dinyatakan  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  namun

karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan

pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan  Pasal 76 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22

ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,   maka  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  Penggugat wajib  menurut  hukum  membuktikan

kebenaran dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang,   bahwa   untuk   membuktikan   dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat  telah  mengajukan  alat  bukti  surat  P dan 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan

akta  otentik,  bermeterai  cukup dan cocok dengan aslinya,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  telah  terjadinya  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan

sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  saksi  1 dan  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa,

berakal  sehat, sudah  di  sumpah  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis

Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil

gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

diatur  dalam Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan

Pasal 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti  P,serta

saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Juli  2015 di

Kantor  Urusan Agama Kecamatan  Mantingan,  Kabupaten Ngawi,  Provinsi

Jawa Timur;

2. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama  sebagai  suami  isteri

selama kurang lebih 6 bulan; 

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sejak  bulan

Desember 2015, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
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4. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  belum

dikaruniai anak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,  telah berpisah

tempat  tinggal  sejak  bulan Desember  2015,  Tergugat  yang meninggalkan

Penggugat;

Menimbang,  oleh  karena  usaha-usaha  damai  yang  dilakukan  Majelis

Hakim tidak berhasil,  maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah

tangga Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak saling mencintai,  menghormati,

setia  dan  memberi  bantuan  lahir  batin  yang  satu  kepada  yang  lainnya

sebagaimana  dikehendaki  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16  Tahun  2019,  dan  telah  pula  tidak  tercapai  tujuan  perkawinan  yang

membentuk  rumah tangga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan

Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan,  sehingga patut  dipastikan bahwa keadaan

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  tidak  mungkin  lagi  dapat

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah

mawaddah  warahmah  sebagaimana  dikehendaki  oleh  Pasal  3  Kompilasi

Hukum Islam dan Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

مّودَةًّ             بيَنْكَمُ وجََعلََ إليَهْاَ إ لتّسَْكنُوُا ً أزَْواَجا كمُْ أنَفُسإ مّنْ لكَمُ خَلقََ أنَْ إهإ آياَت ﴿  ومَإنْ ةةًَ حْمةَ وةرَةَ

﴾٢١الروم : 

Artinya :  “Dan di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung

dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu

rasa kasih dan sayang”.

Menimbang  bahwa  perceraian  bukanlah  jalan  terbaik  dalam  sebuah

rumah tangga,  namun jika  Penggugat  dengan Tergugat  dipaksa untuk terus

terikat  dalam  perkawinan  yang  sudah  rapuh  tentu  akan  mendatangkan
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mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai

memberikan mudharat  yang lebih  ringan daripada memaksakan  perkawinan

terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi: 

أخفهما     دفع تعارضضرران إذا

Artinya:  “Apabila  terdapat  dua  mudharat  (bahaya)  saling  berhadapan  maka

diambil yang paling ringan bahayanya”;

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan  qaidah

Fiqhiyah dalam  kitab  al-Asybah  wa  an-Nadzoir  fi  al-Furu’ halaman  63

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إحإ      المَْصَال جَلبْإ مإنْ أوَلْىَ دإ المَْفَاسإ  درَْءُ

Artinya  :  “Menolak  kerusakan  lebih  diutamakan  daripada  memperoleh

kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara

a quo, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih

Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai

berikut : 

يستطاع               ل إضرارا بها الزوج إضرار ادعت إذا التفريق القاضي من تطلب أن للزوجة أن

أمثالهما     بين العشرة دوام بائنة        ...معه طلقة طلقها بينهما الصلح عن القاضي .وعجز

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila
telah  ternyata  didalam  perkawinan  terdapat  kemudlaratan  dimana
suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan
kelangsungan  rumah  tangga  itu....  dan  Hakim  sudah  tidak  dapat
mendamaikan  suami  isteri  tersebut,  maka  Hakim  menceraikannya
dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum

yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :  379 K/AG/1995

tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi,

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka

rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi

alasan  perceraian  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  19  huruf  (f)
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Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975”,  Dan  hasil  rapat  pleno  kamar

peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan,  dimana  dinyatakan  bahwa

indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada

upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak

meninggalkan  kewajibannya  sebagai  suami  isteri,  dan  telah  terjadi  pisah

ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta–fakta dan pertimbangan tersebut

di atas, telah terbukti  alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti

menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan

sedangkan gugatan Penggugat  tidak  melawan Hukum dan beralasan,  maka

Majelis  Hakim  berpendapat  gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan  secara

verstek. (Vide : Pasal 149 RBg) dengan merubah petitum gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

maka  Pengadilan  patut  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  dari  Tergugat

terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam),

dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis Hakim patut menyatakan jatuh talak

satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan

tertuang dalam putusan ini;

Menimbang,  bahwa  terhadap  hal-hal  yang  oleh  majelis  hakim  tidak

dipertimbangkan, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya

dibebankan  kepada  Penggugat  sebagaimana  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang

jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat,  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (Nama  Tergugat)

terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian  putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  Pengadilan  Agama  Kupang  yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa,

tanggal  28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal  5 Ramadhan 1441

Hijriah, oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.  sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

St. Samsiah Mahrus, M.H. dan Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh  Ketua Majelis  tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota  dan  dibantu  oleh  E.  Farihat  Fauziyah,  S.Ag.  sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,                                            Ketua Majelis,

     

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.             Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.                                    

Panitera Pengganti,
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                                                         E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.    30.000,00

2. Biaya Proses : Rp.    50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp.  360.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp.    10.000,00

5. Biaya Materai : Rp.          6.000,00  

Jumlah :   Rp.  456.000,0

       (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)  
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